BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

enimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 283 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan
Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat;

b. bahwa untuk meningkat efisiensi dan efektifitas dalam
sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis,
maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2018
tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non
Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400)
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4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentar}g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009
Nomor 3) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM
BELANJA ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 68 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai
dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2018 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;:

Pasal 4

(1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem
pembayaran non tunai.
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(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

(3). Belanja Operasi sebagiamana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Subsidi;

d. Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial.

(4). Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk pemotongan pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui
sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 adalah:

a. dihapus;

b. pembayaran bantuan sosial senilai paling tinggi
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

¢. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat
terjadi bencana alam yang kurang dari Rp5.000.000,-
(lima juta rupiah);

d. pembayaran belanja upah yang sifatnya tidak mengikat;
€. pembayaran belanja perjalanan dinas;
f. pembayaran belanja transportasi kepada masyarakat;

8. pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari
Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
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h. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang
dilaksanakan di luar Daerah; dan

i. pembayaran untuk belanja uang saku peserta dan atau
uang transportasi.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 AGUSTUS 2021
BUPATI BENGKALIS,

¢

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
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H. BUSTAMI. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 55




